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ABSTRAK 

Maraknya peredaran obat tanpa izin edar dalam masyarakat sangat 

memperihatinkan kita sebagai anggota masyarakat. Hal ini menunjukkan tingkat 

kesadaran masyarakat akan hukum masih sangat rendah, sehingga cenderung 

melakukan tindak pidana termasuk mengedarkan sediaan farmasi termasuk obat 

steroid anabolik tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana 

mengedarkan obat steroid anabolik tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan dan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran tersebut. 

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian yuridis normatif dengan menggunakan 

data-data sekunder melalui studi pustaka, yaitu dengan melakukan penelitian 

terhadap berbagai sumber pustaka buku-buku dan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi (steroid 

anabolik) tanpa izin edar dari BPOM. Hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik 

kesimpulan, bahwa pengaturan pengedaran obat steroid anabolik tanpa izin edar 

dari BPOM sebagaimana diatur Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 197        Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun sanksi pidana yang 

dikenakan terhadap pengedar obat steroid anabolik tanpa izin edar dari BPOM, 

yakni dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).   

 

Kata kunci: Pengaturan Pengedaran, Obat Steroid Anabolik, Izin BPOM. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang. 

Kegiatan jual beli merupakan aktifitas yang tak dapat terlepas dari 

kehidupan masyarakat, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan turut 

memberikan dampak terhadap industri barang dan jasa. Hal tersebut tentunya 

memberikan berbagai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat khususnya di 

bidang ekonomi. Perkembangan yang terjadi tentunya tak luput dari keikutsertaan 

hukum di dalamnyam di mana hukum berperan sebagai aturan yang merupakan 

turunan dari norma yang berlaku di masyarakat, serta telah disepakati kehadirannya 

oleh segala lapisan masyarakat yang tak lain diperuntukkan demi mewujudkan 

kenyamanan dalam berbagai hubungan antar masyarakat itu sendiri.1 

 Masyarakat yang dalam hal ini berperan sebagai konsumen dari pada suatu 

transaksi jual beli tentunya berhak atas perlindungan hukum, segala kegiatan yang 

dilakukan dalam kegiatan jual beli tentunya harus dapat terjamin dari segi 

keamanan maupun kenyamanan, maka dari pada itu kepastian hukum merupakan 

bagian yang tak boleh terlewatkan yang tentunya bertujuan untuk menjamin 

keamanan akan hak-hak konsumen agar tidak menimbulkan keraguan atau 

kerancuan dalam suatu transaksi jual beli, sebagai mana telah diatur melalui 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,2 namun 

pada prakteknya, masih terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak yang 

                                                             
 1Dewa Gede Sudika Mangku, 2020, Pengantar Ilmu Hukum, Lakeisha, Klaten, hlm. 1. 

 2Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap, 2021, Hukum Perlindungan 

Konsumen, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta, hlm. 2. 



2 

 

 

 

tak bertanggung jawab dalam melakukan transaksi jual beli, seperti hal nya 

mengedarkan produk obat-obatan yang tidak memenuhi persyaratan, bahkan tidak 

terdaftar sebagai produk yang aman untuk diperjual belikan. Umumnya produk 

tersebut biasa diedarkan melalui media jual beli digital maupun secara langsung 

dari tangan ke tangan. Sebagian pula merupakan produk impor yang dijual di 

Indonesia tanpa memenuhi persyaratan administrasi yang dapat menjamin 

keamanan dan kelayakan sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-

undangan. 

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang 

Diedarkan Secara Daring disebutkan bahwa obat yang diedarkan wajib memiliki 

izin edar serta memenuhi persyaratan cara pembuatan dan distribusi obat yang baik 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini menyatakan 

bahwa setiap produk terkhusus obat-obatan yang beredar termasuk yang beredar 

melalui media digital haruslah memenuhi persyaratan serta memiliki izin edar 

dalam rangka menjamin kepastian hukum suatu produk terkait mutu, keamanan, 

keaslian, dan kenyamanan dalam melakukan jual beli maupun menggunakan 

produk tersebut.  

Salah satu produk yang merupakan salah satu jenis obat-obatan yang hingga 

saat ini masih sangat marak diedarkan tanpa memiliki izin edar dari BPOM adalah 

steroid anabolik, atau disingkat AAS (Anabolic Androgenic Steroid) adalah jenis 

obat-obatan yang diproduksi secara sintetis dan dibuat untuk menjadi alternatif dari 

pada hormon testosteron pria yang terbentuk secara alami yang pada dasarnya 



3 

 

 

 

berperan sebagai zat penyokong bagi kebutuhan medis di mana seseorang 

mengalami kondisi gangguan kesehatan atau sistem hormon yang mengakibatkan 

penyusutan atau kekurangan massa otot.3 

Di Indonesia sendiri, penggunaan steorid anabolik masih cukup tabu 

dikarenakan konsumen dari obat-obatan jenis ini memang terbilang sedikit, 

dibanding obat-obatan jenis lain, akan tetapi di beberapa negara steroid anabolik 

sudah memiliki regulasi khusus yang mengatur terkait pengedaran dan 

penggunaannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan di 

Indonesia belum ada aturan khusus yang secara spesifik mengatur mengenai steroid 

anabolik itu sendiri, sehingga keberadaannya masih dikategorikan sebagaimana 

obat-obatan pada umumnya. Penggunaan steorid anabolik di Indonesia umumnya 

digunakan untuk pengobatan penyakit yang mengganggu fungsi hormon alami 

tubuh, seperti gangguan ereksi, impotensi, keterhambatan pubertas, dan penyakit 

lain yang mengakibatkan penurunan berat badan secara drastis. Di luar kepentingan 

medis pengedaran steroid anabolik umumnya hanya bisa didapat melalui resep 

dokter, meskipun kenyataannya masih banyak tindak pengedaran secara ilegal yang 

terjadi di masyarakat. 

Meskipun konsumen yang menggunakan steroid anabolik ini sendiri 

tergolong sedikit, namun begitu keamanan dan kelayakan produk tersebut harus 

tetap memiliki kepastian hukum dalam pengedarannya, ditambah jumlah konsumen 

yang memakainya relatif sedikit yang juga menyebabkan pengedarannya yang tidak 

                                                             
 3Brent E. Turvey dan Stan Crowder, Anabolic Steroid Abuse in Public Safety Personnel, 

(Massachusetts, Academic Press, 2015), p. 20. 
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memiliki izin cenderung lebih sulit terekspos oleh aparat penegak hukum, karena 

minimnya pengetahuan masyarakat terkait jenis obat tersebut beserta berbagai efek 

samping berbahayanya, namun tetap saja pengedaran produk obat-obatan haruslah 

memenuhi prosedur yang dapat menjamin mutu, kelayakan, keaslian, dan 

keamanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada 

prakteknya masih kerap dijumpai pihak yang mengedarkan steroid anabolik tanpa 

memiliki izin edar. Biasanya obat jenis ini dibeli dari produsen luar negeri dan 

kemudian dijual lagi di Indonesia melalui media digital maupun secara langsung, 

akan tetapi yang menjadi sebuah isu adalah masih banyak terjadi pengedaran obat-

obatan terkhusus steroid anabolik yang tidak memiliki izin edar yang dikeluarkan 

oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku badan hukum yang 

berwenang memberi izin serta menjamin kepastian hukum akan kelayakan suatu 

produk terkhusus obat-obatan sampai akhirnya dapat digunakan oleh konsumen 

secara legal. 

Pada dasarnya steroid anabolik adalah jenis obat-obatan yang diperuntukan 

bagi berbagai kebutuhan medis, seperti melakukan terapi hormon, kemoterapi dan 

pengobatan terhadap penyakit tertentu yang mengakibatkan seorang pasien 

mengalami penyusutan massa otot atau penurunan berat badan secara drastis, 

namun disisi lain, efek samping daripada steroid anabolik dapat  menjadi ancaman 

apabila jatuh ke tangan yang salah dan berujung menimbulkan dampak merugikan 

terkhusus bagi konsumen. Hormon sintetis yang terdapat dalam steroid anabolik 

dapat mengakibatkan berbagai efek berbahaya bagi kesehatan apabila digunakan 

tanpa pengawasan medis. Efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan steroid 
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anabolik antara lain berupa gangguan hormon alami tubuh, resiko penyakit hati dan 

jantung, kemandulan, dan tentunya ketergantungan.4 

Di luar kepentingan medis, obat steroid anabolik umumnya digunakan oleh 

praktisi olahraga atau atlet demi menunjang performa fisiknya, namun tak jarang 

pula obat-obatan ini turut digunakan oleh masyarakat awam yang bukan merupakan 

atlet atau praktisi olahraga yang bertanding di kejuaraan dikarenakan mudahnya 

akses untuk mendapatkan jenis obat-obatan ini, namun hingga saat ini 

pengedarannya pun masih marak dilakukan tanpa memiliki izin edar yang 

dikeluarkan oleh badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku lembaga 

berwenang, sedangkan di sisi lain pengedaran obat yang tidak memiliki izin edar 

jelas menyalahi ketentuan hukum, kasus pengedaran obat yang tidak memiliki izin 

edar juga bukanlah suatu hal baru. Salah satu contoh kasus serupa yang pernah 

terjadi adalah tertangkapnya tersangka DR (21) yang merupakan warga Kelurahan 

Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Palembang, DR ditangkap pada 

Kamis 27 Mei 2021, karena memproduksi sekaligus mengedarkan kosmetik dan 

obat secara ilegal dengan barang bukti diantaranya berupa 404 botol berisi 24.180 

butir obat penggemuk badan, 4 botol berisi 120 butir obat pengurus badan, 15 pot 

cream paten malam dan 2 pot cream paten siang yang tidak memenuhi standar 

persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki izin 

dari pemerintah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, Kombes Pol 

Anton Setiawan mengatakan, bahwa penangkapan tersangka dilakukan usai 

                                                             
 4Olivia Andiana, 2012, Hormon Anabolik Pada Olahragawan, Jurnal Medikora Vol. IX, 

Oktober 2012, hlm. 6. 
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pihaknya banyak mendapatkan laporan dan pengaduan masyarakat yang 

menyebutkan tersangka memproduksi kosmetik yang tidak memiliki izin resmi.5 

Dari kasus tersebut kita bisa melihat, bahwa pengedaran obat-obatan yang 

tidak memiliki izin edar adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum serta bisa 

membahayakan atau merugikan konsumen dari pemakaian obat-obatan tersebut 

yang masih belum jelas keamanan pemakaiannya. Di sisi lain kita juga dapat 

melihat, bahwa kasus serupa masih marak terjadi, salah satunya pengedaran obat-

obatan jenis steroid anabolik yang saat ini masih sering beredar secara bebas, baik 

melalui media digital maupun secara langsung dan tidak memiliki izin edar yang 

dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Keadaan tersebut 

merupakan tindakan yang melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan. Hal ini 

menunjukkan perlunya dilakukan penegakan hukum atau penertiban dalam 

menghadapi pengedaran obat-obatan khususnya jenis obat steorid anabolik di 

seluruh tanah air, karena merupakan salah satu jenis obat-obatan yang mungkin saat 

ini belum begitu populer di kalanagan masyarakat, akan tetapi apabila terus 

menerus dibiarkan begitu saja, maka tindakan pengedaran yang tidak memiliki izin 

edar tentunya dapat merugikan banyak pihak. 

Ketidaktahuan masyarakat terkait efek samping penggunaan obat steroid 

anabolik juga memperluas peluang untuk dilakukannya pengedaran yang tidak 

memiliki izin oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut dapat 

diupayakan dengan melakukan sarana penegakan hukum yang nyata melalui 

                                                             
 5Refly Permana, Wanita Muda di Palembang Jual Obat dan Kosmetik Tanpa Izin Edar. 

https://palembang.tribunnews.com/2021/06/02. Diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pada pukul 

17.01 WIB. 

https://palembang.tribunnews.com/2021/06/02
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pencarian data, pencegahan, dan penjatuhan sanksi bagi siapapun yang terbukti 

melanggar hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang demi mewujudkan 

kesejahteraan bersama. 

Dilansir dari Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) Tahun 2020, perkara tindak pidana dalam jenis komoditi obat berada di 

posisi kedua terbanyak setelah kosmetik. Hal ini tentunya menjadi suatu 

permasalahan terhadap penegakan hukum dalam membrantas peredaran obat-

obatan ilegal yang tidak menutup kemungkinan masih banyak kasus serupa di luar 

sana yang belum sepenuhnya mendapat tindakan hukum sebagaimana mestinya. 

Salah satunya adalah terhadap pengedaran ilegal obat steroid anabolik yang hingga 

saat ini masih sangat marak diperjualbelikan di luar kepentingan medis yang mana 

pula pengedaran tersebut dilakukan tanpa memiliki izin edar ataupun resep dokter, 

sehingga keamanan dan kelayakan dari pada steroid anabolik yang beredar tidak 

memiliki jaminan keamanan, mutu, dan kelayakan atau dengan kata lain berpotensi 

merugikan konsumen. 

 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga yang 

berwenang dalam melakukan pengawasan terkhusus terhadap pengedaran obat-

obatan dan melakukan penegakan hukum di bidang pengawasan obat dan makanan. 

Hal ini dilakukan melalui berbagai tahapan yang komprehensif, yaitu tahapan 

pertama berupa standarisasi yang merupakan tahap penyusunan standar, regulasi, 

dan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan. Tahapan kedua adalah 

tahap penilaian (pre-market evaluation) yang merupakan evaluasi terhadap produk 

sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan 
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kepada konsumen. Tahapan ketiga adalah pengawasan setelah beredar (post market 

control) yang bertujuan untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat, mutu, dan 

informasi produk melalui sampling produk yang beredar, pemeriksaan sarana 

produksi dan distribusi, pemantauan farmakovigilan yang merupakan upaya 

mengetahui efek samping dari pada suatu produk obat-obatan, serta pengawasan 

label dan iklan. Ketiga tahapan ini dilakukan secara nasional terpusat dan terpadu 

serta melibatkan seluruh pelaksana teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia. Tahap keempat adalah pengujian laboratorium yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah suatu produk obat dan makanan telah memenuhi standar 

keamanan, khasiat dan mutu, guna menetapkan apabila ada suatu produk yang 

dianggap tidak memenuhi syarat. Tahap kelima adalah penegakan hukum yang 

didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi, proses 

penegakan hukum sampai dengan pro justitia dapat berakhir dengan pemberian 

sanksi administratif seperti melarang pengedaran, ditarik dari pengedaran, dicabut 

izin edar, dan disita untuk dimusnahkan, namun apabila pelanggaran masuk pada 

ranah pidana, maka pelanggaran obat dan makanan juga dapat diproses secara 

hukum pidana. 

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka penulis ingin mengangkat 

permasalahan tersebut menjadi sebuah tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul:  

“Pengaturan Pengedaran Obat Steroid Anabolik Tanpa Izin Edar Dari Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan. 

 



9 

 

 

 

 

B. Perumusan Masalah. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana pengaturan pengedaran obat steroid anabolik tanpa izin edar dari 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan? 

2. Apa sanksi pidana bagi pengedar obat steroid anabolik tanpa izin edar dari  

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan? 

C. Ruang Lingkup Penelitian. 

 Penelitian ini tergolong kedalam kajian bidang hukum pidana dan hukum 

acara pidana dengan tema pokok permasalahan mengenai pengaturan pengedaran 

obat steroid anabolik tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) dan sanksi pidana bagi pengedar obat steroid anabolik tanpa izin 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh 

karena penelitian ini tergolong jenis penelitian yuridis normatif, maka penulis 

hanya meneliti buku-buku pustaka dan peraturan perundang-undangan terkait saja, 

yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan 

lainnya. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian. 

   Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pengaturan pengedaran obat 

steroid anabolik tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang ancaman sanksi pidana bagi 

pengedar obat steroid anabolik tanpa izin edar dari Badan Pengawasan Obat 

dan Makanan (BPOM) dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan. 

  Sedangkan manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu hukum 

pidana, khususnya mengenai pengaturan tentang pengedaran obat steroid 

anabolik tanpa izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan 

(BPOM) dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

2. Manfaat praktis, diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum 

dalam melakukan tugasnya dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran hak 

dan kewajibannya serta dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan 

informasi dari penelitian ini. 

E. Definisi Konseptual. 

 Definisi konseptual dimaksudkan untuk menjelaskan arti atau maksud dari 

kata-kata yang dipakai dalam judul penelitian ini, sehingga dapat dengan mudah 

dimengerti atau dipahami oleh pembaca nantinya. 

1. Arti kata pengaturan adalah suatu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu 

badan lembaga yang bertujuan agar ditaati dan dilaksanakan oleh anggota 
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lembaga. ketertiban adalah kegiatan menaati suatu peraturan yang 

ditetapkan.6 

2. Arti kata pengedaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti 

kata pengedaran adalah proses, cara, perbuatan mengedarkan. Pengedaran 

berasal dari kata dasar edar.7 Pengedaran berasal dari kata dasar edar. 

Pengedaran memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga 

pengedaran dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua 

benda dan segala yang dibendakan. Dengan demikian kata pengedaran 

dalam penelitian adalah cara yang dipakai untuk mengedarkan. 

3. Pengertian obat menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: “Obat adalah bahan atau paduan bahan, 

termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau 

menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan 

diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan 

dan kontrasepsi, untuk manusia”. 

4. Steroid anabolik juga dikenal sebagai steroid anabolik-androgenik (SAA), 

merupakan androgen steroidal yang di dalamnya termasuk androgen alami 

seperti testosteron serta zat sintetis yang secara strutural berhubungan dan 

memiliki efek yang serupa dengan testosteron.8 steroid anabolik, atau 

disingkat AAS (Anabolic Androgenic Steroid) adalah jenis obat-obatan 

                                                             
6https://brainly.co.id/tugas/34686250.arti kata pengaturan. Diakses pada tanggal 4 Maret 

pada pukul 11.07 WIB. 
7https://kbbi.lektur.id/pengedaran. Diakses pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 11.20 WIB. 
8https://id.wikipedia.org/wiki/Steroid_anabolik. Diakses pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 

11.25 WIB. 

https://brainly.co.id/tugas/34686250.arti
https://kbbi.lektur.id/pengedaran
https://id.wikipedia.org/wiki/Steroid_anabolik
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yang diproduksi secara sintetis dan dibuat untuk menjadi alternatif dari pada 

hormon testosteron pria yang terbentuk secara alami yang pada dasarnya 

berperan sebagai zat penyokong bagi kebutuhan medis di mana seseorang 

mengalami kondisi gangguan kesehatan atau sistem hormon yang 

mengakibatkan penyusutan atau kekurangan massa otot.9 

5. Izin edar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan 

BPOM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, 

Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas 

Pelayanan Kefarmasian, berbunyi: “Izin edar adalah bentuk persetujuan 

registrasi Obat termasuk persetujuan penggunaan darurat (emergency use 

authorization) untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia”. 

6. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Badan Pemerintah 

Non Departemen yang menyelenggarakan tugas di bidang pengawasan obat 

dan makanan. Obat dan makanan tersebut terdiri atas obat, bahan obat, 

narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen 

kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.10 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah produk 

Badan Legislatif (DPR dan Pemerintah RI) berupa peraturan perundangan 

(Undang-Undang) yang mengatur pokok-pokok penyelenggaraan dan 

pelayanan kesehatan di Indonesia. 

                                                             
 9Brent E. Turvey dan Stan Crowder, Anabolic Steroid Abuse in Public Safety Personnel, 

(Massachusetts, Academic Press, 2015), p. 20. 
10https://www.google.com/search?q=Pengertian%09Badan+Pengawas+Obat+dan+Makan

an+%28BPOM%29&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b. Diakses pada tanggal 3 Maret 2022 

pada pukul 17.36 WIB. 

https://www.google.com/search?q=Pengertian%09Badan+Pengawas+Obat+dan+Makanan+%28BPOM%29&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
https://www.google.com/search?q=Pengertian%09Badan+Pengawas+Obat+dan+Makanan+%28BPOM%29&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
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F. Metode Penelitian. 

 Metode merupakan teknik dasar dalam proses penelitian, sedangkan 

penelitian merupakan upaya yang dijalankan untuk mendapatkan sebuah fakta dan 

prinsip dengan kesabaran, kehati-hatian dan sistematis untuk mendapatkan 

kebenaran yang dapat dikaji secara logis agar dapat berperan dalam perkembangan 

ilmu pengetahuan.11  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan penelusuran prinsip-

prinsip hukum terutama yang berhubungan dengan pengaturan tentang pengedaran 

obat steroid anabolik tanpa izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan 

(BPOM) dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan 

ancaman sanksi bagi pengedar obat steroid anabolik tanpa izin edar dari Badan 

Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan. Jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum 

normatif yang bersifat eksplanatoris, sehingga tidak bermaksud untuk menguji 

hipotesa. Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian 

kepustakaan (library research) dan peraturan perundang-undangan terkait, yaitu 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lainnya. Teknik pengolahan data dilakukan 

dengan menerapkan cara menganalisis isi (content analysis) terhadap data sekunder 

untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan. 

                                                             
 11Mardalis, 1998, Metode Penelitian Suatu Proposal, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 24 
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G. Sistematika Penulisan. 

Penulisan penelitian skripsi ini disusun dalam 4 Bab, yaitu: 

BAB I    Pendahuluan. 

 Materi Bab ini terdiri dari latar belakang judul, permasalahan, ruang 

lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, 

sistematika penulisan dan daftar pustaka. 

BAB II  Tinjauan Pustaka. 

 Merupakan Bab yang menguraikan gambaran umum tentang kebijakan 

hukum pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum 

tentang berbagai jenis sanksi, tinjauan umum tentang kedudukan, tugas 

dan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tinjauan 

umum mengenai obat steroid anabolik sebagai oabat pembesar otot 

manusia. 

BAB III  Pembahasan. 

 Bab pembahasan yang meliputi bahasan tentang pengaturan pengedaran 

obat steroid anabolik tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) dan sanksi bagi pengedar obat steroid anabolik tanpa 

izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.  

BAB IV  Penutup. 

 Berupa Bab kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah 

dibahas dalam upaya menjawab permasalahan skripsi ini dan beberapa 

saran yang isinya tentang hal-hal menyangkut kepada siapa saran 

ditujukan, apa sarannya dan mengapa disarankan. 
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